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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan oleh penulis yang 

dilihat dari aspek hukum positif maka dapat disimpulkan sebagaimana 

menjadi jawaban dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut : 

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen sebagai pendidik tidak dapat  dipidana. Dengan 

demikian dasar hukum Perlindungan Guru yang dapat menjamin guru 

melaksanakan tugasnya menjadi pendidik di sekolah.  

B. Saran 

          Berdasarkan kesimpulan dari peneliti ini, maka penulis 

merekomendasikan saran-saran sebagai berikut : 

          Mencegah dan menghindari kriminalisasi terhadap guru yang sedang 

menjalankan tugas sebagai pendidik, Aparat penegak hukum  berperan 

aktif  dalam menangani kasus tindakan guru yang sedang menjalankan 

profesinya sebagai pendidik dan  menjamin kepastian hukum terkait 

Undang-Undang Guru dan Dosen supaya tidak dapat diproses sampai 

tingkat pengadilan. 
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